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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAII TINGKAT II REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH 'l‘lNGl.(AT II REMBANG

Menimbang

a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan

pemefintahan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat It berdasrkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 maka untuk pelaksanaanya
perlu segera ditindak lanjuti ;

. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata kefia Dinas Lalu linfas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat | dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat Il maka dipandang periu unfuk membentuk
Organisasi dan Tata kefia Dinas Lalu linfas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang.

¢. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b diatas, perlu diatur

dan ditetapkan ke dalom peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang.



Mengingat

. Undang-undang Normor 13 Tahun 1950 fentang Pembentukan

Daeran-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037) ;

. Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988

fentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Normor
3373} ;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah
Tingkat | dan Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik iIndonesia Nomor 34120) ;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
fifik berat pada Daeran Tingkat Il (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3487) ;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen :

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Normor 15 Tahun 1984

tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 27 Tahun 1992.

- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Nomor 21 Tahun 1990 tenfang Pedoman dan Proses

Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di
Lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik
indonesia di Luar Negeri don Pemerintah di Daerah

- Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1 990
tentang Pelaksanaan Peraturan Permerintah Nomor 22 Tahun
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1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan
Dalom Bidang Lalu linfas dan Angkutan Jaian Kepada Daerah
Tingkat | dan Daerah Tingkat il

10.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedorman Organisasi Dinas Daerah ;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993
tentang pedornan Organisasi dan Tata ketja Dinas Lalu Lintos
dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat | dan Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat Il ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Rembang.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i

REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
JATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT lI REMBANG.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

o o U

Daerah adaich Kabupaten Daerah Tingkat i Rembang ;
Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerch Tingkat Il Remibang ;
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Rembang |

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Daeran Tingkat I Rembang |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintos dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerch Tingkat | Rembang '

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian fugas di iapangan.
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BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkurcn Jalan,
' BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1} Dinaslalu Lintas dan Angkutan Jalan adaloh unsur pelaksana Pemerintah Doerch
yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah dan fugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemetiniah dan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah.

() DinasLalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung  jawab langsung kepada Bupati Kepala
Daerah. ;

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fugas pokok menyelenggarakan
- sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
dan fugas pemiboantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Permerintah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tangah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 peraturan Daerah ini,
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai fungsi :

da.  melaksanakan pembinaan umum bercasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Taengah :

b. melaksanakan pembinaon teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Menteri Perhubungan :
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C.
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melaksanakan pembtnocn operdsioml sesuail kebijcksanaan yang
ditetopkan oleh Bupati Kepald Daeran.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Perfama
Pola dan Susunan Organisasi

~ Pasal 6

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jaian ditetapkan Pola Mini-

mal.
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Pasal 7

susunan Organisasi Dinas Lalu Linfas dan Angkutan Jalan terdiri
dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha |

c. Seksi Lalu Lintas :

d. Seksi Angkutan ;

e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana |
£ Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatfan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi -Seksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepdla
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepadla
Dinas.

Bagan Oranisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dengan Peraturan Daerahini.
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Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4
dan 5 Peraturan Daerah ini. =

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

P

Pasal @

sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerjé,
pengelolaan urursan keuangan, kepegawaian, rumah fangga, perlengkapan, hubungan
masyarakat dan surat menyurat, protokol seria pembuatan laporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi '

a.  melaksanakan koordinasi penyusunan program kefja, pengumipulan dan pengolahan data
serta pelaporan ;

b, melcksanakan pengelolaan urusan keuangon |

G, Melaksanakan pengeiolaan urusan kepegawaian, urusan iumah fangga, perlengkapan,
protokol, hulbungan masyarakat dan surat menyurat,

Pasal 11

(1} Sub Bagian Tata Usaha terdir dari
a. Urusan Program ; N
b. Urusan Keuangan ;
c. Urusan Kepegawaian dan Umum ; N
2)  Unusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1] Pasal ini, masing-rmasing dipimpin cleh seorang
Kepaia yang berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.
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Pasal 12

(1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan pro-
gram kerja, pengumpulan dan pengolahan data seria pembuatan laporan.

[2) Urusan Keuangan mempunyal lugas melaksanakan pengeloldcn keuangan.

(3) Urusan Kepegawaion dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengeloiaan
kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan
masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat
Seksi Lalu Lintas
Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunya fugas menyiapkan pembinaan mangjemen dan rekayasa
lalu lintas di jolan Kabupaten, dijaian Propinsi dan Nasional yang berada di lbukota
Kabupaten serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu linfas .analisis
daerah rawan kecelakaan lalulintas dan penyusunan program penanggulangan
recelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas fersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi
Lalu Lintas mempunyai fungsi

a.  menyiapkon perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu
lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jatan Nasional di lbukota
Kabupaten ;

b.  menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan
pemeliharaan ramibu-rambu lalu lintas, marka jalan dan clat pemberi isyarat ialu
lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di lbukota
Kabupaten ;

c. menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu
lintas, analisis daerah rawan kecelakaan ialu lintas sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 15

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

a. Sub Seksi Mangjemen Lalu Lintas
b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas :
¢. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Keterfiban.

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertfanggung jowab
kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 16

Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan
dan Pengaturan Lalu Lintas di joion Kabupaten, jaion Propinsi dan jalan Nasional
di lbukota Kabupaten.

Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menvyiapkan perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penempatan dan permelinaraan rambu-rambu lalu
linfas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan
Propinsi dan jalan Nasional di bukota kabupaten.

Sub Seksi Bimbingan keselomartan dan Ketertiban mempunyai fugas menyiopkan
pemiberian bimbingan keselamatan dan penertioan di bidang lalu lintas, andlisis
daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Bagian Kelima

Seksi  Angkutan

Pasal 17

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan menajemen angkutan
orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam
Daerah Rembang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi
Angkutan mempunyai fungsi

a.

().

)

).

menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan
penyelenggaraan pengangkutan orang |

menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan
pengangkutan barang |

menyiapkan pembberian bimbingan, {jin pengangkutan orang dan afau barang
tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 19

Seksi Angkutan terdiri dari :

a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
¢. Sub Seksi Angkutan Khusus.

sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepaia yang berada di bawah dan bertanggung jawaio
kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 20

Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai fugas menviapkan pemberian bimbingan,
iiin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraaan pengangkutan
orang di dalam Doerah.

Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai fugas menyiapkan pemberion&mdngcn,
iiin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Sub Seksi Angkutan Knusus mempunyai fugas menyiapkan permberian bimibingan,
ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai
dengan ketentuan petaturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Keenam
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
inventorisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan jjin pendiion bengkel umum,
penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal halte, tempat
penyeberangan dengen jembatan penyebeiangan dan perparkiran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi
Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a.

@

(*)

menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum seria pengaturan dan
pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;

menyiopkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan,
pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengenddlian ketertiban terminal, halie
dan fempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 23

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari

a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
b. Sub Seksi Terminal
c. Sub Seksi Perparkiran

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1] Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh secrang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seks Teknik Sarana dan Prasarana.

~ Pasal 24
Sub seksi Kendaraan dan Perbengkelar mempunyai tugas menyiapkan bahan

bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan pengendalian susunan
clat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
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Sub seksi Terminal mempunyai fugas menyiapkan perencanaan penunjukan
lokasi, Pembangunan, pengembangan, pengelolaan, Pemeliharaan fisik serta
pengendalian keterfiban teminal dan haite. -

Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan
lokassi, pembangunan, pengemboangan, pengelolaan pemeliharaan fisik ternpat
perkir dan jembatan penyeberangan seric pengendalian ketertiban.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksand teknis Dinass yong mempunyci
fugas melaksanakan sebagaion fugas Dinas dibidang terminal dan perparkiran.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh secrang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibenfuk setelan memenuhi Kriteria tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri,

@

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu
lintas dan Angkutan Jalan sesuci bidang keahlian masing-masing.
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Pasal 28

Kelompck Jabatan Fungsional terdin datri sejumian tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior selaku
Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jowdb kepada Kepdia
Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok
sesuai dengan kebutuhan.

Jumiah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja,

Pemibinaan ferhadap Tenaga Fungsinal dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 2%

Balam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kelompok Jabatan Fungsional waijb menvelenggarakan
koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan fugas masing-masing

dalam meiaksanakan fugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan waijib
menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-
baiknya.

Pasal 30

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijoksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing
dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu serta pelaksanaon yang
berada dalam lingkungan fugasnya.
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Pasai 31
Jenjang Jabatan dan kepangkatan serfa susunain kepegawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku

Pasal 32

Pejabat-pejabat yang memimpin satuan organisasi kefatausahaan cii Dinas Lalu-Lintas
dan Angkutan jolan sehari-hari disebut Sekrefaris.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.
Agar supayd setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Dgerdh Tingkat | Rembang.

Ditetapkam di Rembang
pada fanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
TINGKAT Il REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONO



s

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubermur Kepaia Daerah
Tingkat | Jawa Tengah.
tanggal 28 Agustus 1995. Nomor. 188.3/268/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH
Pi. Kepala Biro Hukum

SUTJI _ASTOTC, SH
PENATA TINGKAT |
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalom Lemibaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat i Remibbang

Nomor 13 Tahun 1995 Seri D Nomor 10
Pada tanggal 1 September 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah
Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 010 041 842
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